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 ABSTRACT 

This study aims to identify factors that influence the optimization of land building tax 
(PBB-P2) revenue in Sumbawa Regency, as well as evaluate the effectiveness of fiscal 
policies implemented by the local government. Using a descriptive qualitative approach, 
this study examines the dynamics of taxpayer compliance, fiscal policy, and efforts that 
have been made to increase PBB-P2 revenue. The results show that the low level of 
taxpayer awareness and compliance, weak policy socialization, and geographical 
challenges are the main obstacles in optimizing PBB-P2 revenue. On the other hand, 
efforts to digitize tax services, update data, strengthen coordination between agencies, 
and plan to provide tax relief are positive steps that have been taken by the local 
government. This Study recommends the need for fiscal policy innovation based on local 
needs, increasing tax education to the community, and strengthening the capacity of tax 
officials to encourage the optimalization og PBB-P2 revenue in a sustainable manner, so 
that it can support more independent regional development.  

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
di Kabupaten Sumbawa, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan 
pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini 
mengkaji dinamika kepatuhan wajib pajak, kebijakan fiskal, serta upaya yang telah 
dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, lemahnya sosialisasi 
kebijakan, serta tantangan geografis menjadi hambatan utama dalam optimalisasi 
penerimaan PBB-P2. Di sisi lain, upaya digitalisasi pelayanan pajak, pemutakhiran data, 
penguatan koordinasi antarinstansi, serta rencana pemberian keringanan pajak 
merupakan langkah positif yang telah diambil pemerintah daerah. Penelitian ini 
merekomendasikan perlunya inovasi kebijakan fiskal berbasis kebutuhan lokal, 
peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas petugas 
pajak untuk mendorong optimalisasi penerimaan PBB-P2 secara berkelanjutan, 
sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri. 
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PENDAHULUAN 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu instrumen pajak yang penting bagi 

pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). PBB menjadi bentuk 
kontribusi masyarakat yang memanfaatkan tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan 
ekonomi dan sosial. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak 
yang dikenakan pada bumi dan/ atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perseorangan, 
kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan, pertanian serta penambangan. Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) adalah salah satu instrumen pajak yang penting bagi pemerintah daerah 
untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). PBB menjadi bentuk kontribusi 
masyarakat yang memanfaatkan tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan ekonomi dan 
sosial. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak yang 
dikenakan pada bumi dan/ atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perseorangan, kecuali 
daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan, pertanian serta penambangan. 

Pajak ini diatur secara khusus melalui peraturan pemerintah dan pendapatan dari PBB-P2 
digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur, layanan 
publik, serta program-program sosial ekonomi lainnya. Dalam konteks desentralisasi fiskal di 
Indonesia, peran PBB-P2 semakin signifikan karena daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam 
mengelola sumber keuangannya demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.   

Namun, di banyak daerah termasuk Kabupaten Sumbawa, optimalisasi penerimaan PBB-
P2 masih menjadi tantangan yang besar. Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa 
menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya, sering kali tidak mencapai target yang ditetapkan. 
Padahal, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, 
mengingat laju perkembangan pembangunan, sektor properti yang terus tumbuh, serta 
peningkatan penggunaan tanah untuk kegiatan komersial. Kendala dalam penerimaan PBB-P2 
tidak hanya terjadi pada sisi teknis, seperti sistem administrasi dan pengelolaan data wajib pajak, 
tetapi juga mencakup aspek kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta 
lemahnya mekanisme pengawasan dan penagihan. 

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PBB-P2 sebagai salah satu bentuk 
kontribusi dalam pembangunan masih relatif rendah. Andreas (2015) dalam (Saadah, 2021) 
mengatakan kesadaran pajak merupakan keadaan wajib pajak menyadari, mengerti, menghitung, 
membayar dan menjalankan tanggung jawab pajak secarasukarela. Banyak wajib pajak yang 
tidak memahami kewajiban mereka atau merasa terbebani dengan jumlah PBB-P2 yang harus 
dibayarkan, sehingga menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Kurangnya edukasi 
dan sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai tata cara pembayaran, manfaat pajak, serta 
sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh turut memperburuk situasi. Di sisi lain, pemerintah 
daerah sering kali menghadapi kendala teknis dalam penagihan dan pelaksanaan sanksi bagi 
penunggak pajak, yang pada akhirnya berujung pada rendahnya tingkat realisasi penerimaan 
PBB-P2. 

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai faktor-faktor penentu optimalisasi 
penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa menjadi sangat relevan. Meskipun telah banyak 
penelitian tentang PBB-P2 di berbagai daerah, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman 
tentang faktor-faktor spesifik yang memengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa, 
termasuk aspek-aspek kebijakan fiskal lokal dan karakteristik unik dari masyarakat setempat. 
Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-
faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan bagaimana kebijakan yang tepat 
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dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengatasi tantangan tersebut, 
sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap pembangunan daerah dapat dimaksimalkan. 

Urgensi penelitian ini juga terletak pada pentingnya meningkatkan kapasitas pendapatan 
asli daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam 
beberapa tahun terakhir, tekanan fiskal di tingkat pusat menyebabkan daerah-daerah di 
Indonesia, termasuk Kabupaten Sumbawa, harus lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber 
pendapatan mereka. Oleh karena itu, optimalisasi PBB-P2 menjadi semakin penting dalam 
mendukung kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari 
pemerintah pusat. 

Meskipun sudah banyak penelitian tentang optimalisasi penerimaan PBB-P2 di 
Indonesia, penelitian yang mengkaji faktor-faktor spesifik yang memengaruhi penerimaan PBB-
P2 di Kabupaten Sumbawa masih terbatas. Banyak studi sebelumnya hanya berfokus pada aspek 
teknis dan administratif, seperti mekanisme penetapan tarif pajak atau efisiensi sistem 
pembayaran. Sedangkan aspek perilaku wajib pajak, kebijakan fiskal daerah, serta sosialisasi dan 
penegakan hukum belum banyak diulas secara mendalam, terutama dalam konteks Kabupaten 
Sumbawa. 

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif yang 
hanya menganalisis data statistik penerimaan PBB-P2, tanpa mengeksplorasi secara mendalam 
faktor-faktor yang bersifat kualitatif, seperti efektivitas kebijakan, dan kendala yang dihadapi oleh 
pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih 
dalam mengenai dinamika dan interaksi antara wajib pajak, pemerintah daerah, serta kebijakan 
pajak yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang 
lebih holistik tentang permasalahan yang ada dan solusi yang dapat diterapkan. 

 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang berkaitan dengan 
optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa. Menurut Moleong (2005: 6) dalam 
(Nasution, 2023) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
Pendekatan ini berfokus pada bagaimana subjek penelitian (wajib pajak, petugas pajak, dan 
pejabat pemerintah) merasakan, memahami, dan menginterpretasikan faktor-faktor yang 
memengaruhi optimalisasi penerimaan PBB)-P2 di Kabupaten Sumbawa. 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dianggap memiliki kapsaitas 
dan kapabilitas untuk memberikan data dan inormasi yang berkaitan degan penelitian, antara 
lain Petugas Pajak dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumbawa. Data 
sekunder didapatkan dari dokumen resmi seperti Dokumen Kebijakan dan Peraturan Pajak, 
Laporan Penerimaan PBB terkait realisasi penerimaan PBB selama beberapa tahun terakhir serta 
target dan capaian penerimaannya, literatur dan studi yang relevan mengenai PBB-P2, baik di 
Indonesia secara umum maupun di daerah lain yang memiliki kesamaan dengan Kabupaten 
Sumbawa. 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Bogdan (dalam Sugiyono, 
2018: 334) menyebutkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari 
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil iwawancara, catatan lapangan, 
dan bahan-bahan lainnya sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 
kepada orang lain.  

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, 
tema, dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumbawa. Proses analisis dimulai dengan 
pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu penyederhanaan data mentah melalui 
proses pengkodean. Setelah itu, data yang telah dikategorikan akan disajikan dalam bentuk 
narasi yang sistematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. 

Setelah data dikategorisasi, dilakukan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh, 
dengan tujuan memahami konteks sosial, kebijakan fiskal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan PBB-P2. Hasil analisis ini kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan 
memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan 
penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Target dan Realisasi PBB-P2 Kebupaten Sumbawa  

Penelitian mengkaji faktor-faktor penentu optimalisasi Pajka Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumbawa melalui analisis mendalam terhadap 
berbagai hambatan dan peluang yang dihadapi. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2019-2024 
 

Tahun Target Realisasi Persentase 
tercapai (%) 

2019 6,650,000,000.00 5,724,113,572.48 86.08% 

2020 5,000,000,000.00 5,091,612,147.00 101.83% 

2021 6,700,000,000.00 5,544,516,982.83 82.75% 

2022 6,700,000,000.00 5,191,652,805.00 77.49% 

2023 6,700,000,000.00 5,003,566,106.54 74.68% 
2024 6.700.000.000,00 3.906.166.959,00 58,30% 

Sumber: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa T.A. 2019-2024, Data 
diolah 2025 

 Tantangan signifikan terlihat dari tabel Perkembangan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten 
Sumbawa pada periode 2019-2024 yang menunjukkan fluktuasi dan tren menurun. Pada 2024, 
persentase pencapaian target hanya sebesar 58,30%, terendah dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Kondisi ini menandakan adanya masalah struktural dan manajerial dalam 
pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa.   
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B. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten 
Sumbawa 
1. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya PBB-P2 untuk pembangunan daerah 
masih rendah. Wajib pajak sering kali tidak memahami fungsi PBB-P2 sebagai instrumen 
pembangunan, seperti penyediaan infrastruktur atau peningkatan layanan publik. Selain 
itu, wajib pajak merasa terbebani oleh nilai pajak yang dinilai tidak sebanding dengan 
manfaat yang mereka rasakan. Kurangnya kegiatan sosialisasi oleh pemerintah daerah 
turut memperburuk situasi ini. Banyak wajib pajak tidak memiliki akses informasi yang 
memadai tentang prosedur pembayaran, sanksi keterlambatan, atau manfaat kontribusi 
mereka terhadap PAD. 

 
2. Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah 

Kebijakan fiskal yang diterapkan masih terfokus pada aspek administratif dan 
kurang memperhatikan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
Contohnya, kebijakan pemberian insentif atau penghapusan denda pajak yang sukses 
diterapkan di daerah lain masih jarang diimplementasikan di Kabupaten Sumbawa. 

 
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa 
a. Melakukan digitalisasi dalam proses pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi 

dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Contohnya seperti Wajib Pajak 
dapat melakukan pembayaran secara online di manapun dan kapanpun serta Wajib 
Pajak bisa melakukan pengecekan dan melakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya secara mandiri melalui portlet yang telah disediakan pemerintah 
daerah Kabupaten Sumbawa. 

b. Melakukan penagihan secara rutin terhadap seluruh kecamatan yang ada bersama 
dengan perangkat desa yang ada serta membuat jadwal penagihan yang efektif agar 
masyarakat merasakan hadirnya pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa terhadap 
pelayanan masyarakat. 

c. Mengoptimalkan pemutakhiran data secara berkala agar database selalu ter-update. 
d. Berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam melaksanakan 

harmonisasi terkait dengan Zona Nilai Tanah agar dalam penilaian NJOP tepat dan 
maksimal dengan melihat keadaan masyarakat daerah. 

e. Membentuk Tim Optimalisasi dalam pemeriksaan dalam meningkatkan pengawasan 
dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
 

Kebijakan fiskal yang diterapkan dalam pengelolaan PBB-P2 dan tantangan yang 
dihadapi dalam implementasinya. 

Kewenangan dalam pemungutan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat 
menjadi alasan utama Perintah Daerah diberikan kemandirian dalam pengelolaan 
keuangan dan kebijakan fiskalnya. Dengan begitu Pemerintah Daerah dituntut untuk 
berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sector PBB-P2 pada wilayah 
kewenangannya. Kebijakan fiskal atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumbawa dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari 
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sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu: 
a. Sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2 yang optimal. 
b. Merevisi dan senantiasa melakukan pemutakhiran terhadap basis data 
c. Merevitalisasi pemungutan 
d. Meningkatkan pengawasan pajak. 
e. Meningkatkan tingkat efisiensi administrasi  
f. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan instansi pemerintah lainnya 

dalam pengoptimalan penerimaan PBB-P2. 
g. Memberikan insntif pemungutan kepada bidang maupun perangkat desa yang 

melakukan pemungutan PBB-P2. 
h. Meningkatkan SDM petugas dalam melakukan penilaian pajak melalui bimtek 

maupun pelatihan sertifikasi yang sesuai. 
Penerimaan dari sektor pajak merupakan anggaran yang sangat penting sebagai 

instrument pembiayaan operasional dalam rangka pelayanan masyrakat. sayangnya, dalam 
implementasi pemungutan Pajak Daerah terdapat banyak tantangan seperti kurangnya 
kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan 
khususnya dalam kasus Kabupaten Sumbawa terdapat tantangan geografis yang 
merupakan daerah pegunungan dan masih terdapat daerah yang terisolir serta tidak 
terdapat unit bank daerah untuk menyetorkan hasil pemungutan pajaknya. 

 
Kebijakan masa depan yang direncakan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 
Kabupaten Sumbawa 

 Pemerintah Daerah Kabupetn Sumbawa menyadari akan kemampuan 
masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang telah menjadi beban 
tersendiri bagi sebagian Wajib Pajak. Kebijakan yang mungkin dapat diberikan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupetn Sumbawa untuk masa yang akan datang yaitu memberikan 
kebijakan berupa pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak 
dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang yang bertujuan 
untuk membantu mengurangi beban Wajib Pajak dalam mnjalankan kewajiban 
perpajakannya, dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tujuan dalam 
mengoptimalkan dan menghimpun penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat 
terealisasi secara optimal. 

 
KESIMPULAN 

Penelitian ini mengungkap bahwa optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi berbagai 
tantangan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan 
wajib pajak menjadi faktor utama yang menghambat penerimaan pajak, diperburuk oleh 
kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterbatasan dalam pelayanan publik. Kebijakan fiskal 
yang diterapkan pemerintah daerah, meskipun sudah berupaya melakukan digitalisasi dan 
pemutakhiran data, masih perlu disempurnakan dengan pendekatan yang lebih responsif 
terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, faktor geografis Kabupaten 
Sumbawa yang cukup kompleks turut menjadi kendala dalam proses pemungutan pajak secara 
efektif. Upaya yang telah dilakukan seperti peningkatan pelayanan berbasis digital, penguatan 
koordinasi antarinstansi, serta rencana kebijakan masa depan berupa pemberian keringanan dan 
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fasilitas angsuran pajak menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 
penerimaan PBB-P2. Ke depan, untuk mencapai optimalisasi yang lebih maksimal, dibutuhkan 
penguatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
petugas pajak, serta inovasi kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, 
diharapkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa 
dapat terus meningkat guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang lebih 
berkelanjutan. 
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